WALIKOTA TUAL
PROVINS] MALUK U

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL ORGANISASI
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA TUAL

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

bahwa dalam rangka memberikan panduan dan pedoman
kinerja guma memaksimalkan peran dan tanggung jawab
dalam pelaksanaan tupas dan pekerjaan serta pemberian
motivast yvang dapat menghasilkan kineria yang cptimal,
maka perlu disusun waian tugas dan jabatan secara
sistemaftis dan terpadu;

bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 19
Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016
tentang Pembemtukan dan susunan Periangkat Dasrah
Kota Tual maka perlu 1raian tugas jabatan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas organisasi;

bahwa berdasarlcan pertimbangan sebagaimana dimaksnd
dalam huruf a dan buruf b di atas, perlu ditetapkan
dengan Perafuran Walikota. Tual;

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerabh-Daerah Swatantra Tingkat I Dalam
Wilayah Darrah Swantantra Tingkat [ Mahiku (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 1958 Nomor 111,
Tambahan  Lembaran MNegara  Republik  Indonesia
Momor 1645);

Undang-Undang MNomor 25 Tabun 1992  tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lemnbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembarem Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nemor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004  tentang
Perimbangan Kenangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemetintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambabhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438},



5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Koia Tual -di Provinsi Maliku (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97,
Tambahan  Lembaran  Nepara  Republik Indonesia
Nomer 4747);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, darr Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4866);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S038)

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 t{entang
Pembentukan Peramaran Perundang-Undangan {Lembaran
Megara  Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran MNegara  Republik Indonesia
Nomor 3432);

9. Undang-Undang Nomor S5 Tabun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara ~ Republik [ndonesia
Tahun 2014 Nemor 06, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Duwerak (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 204 Neroor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah  divbah  dengan Undang-Undang  Nomor 2
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomar 23 Talun 2014
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
{Lemmbaran Negara Republik Indonesia Talhun 2005
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tenteng Perubahan Kedua Atass Undang-
Undang Nomer 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nemor 5679);

1l. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawal Negeri Dalam Jabatan Struktural
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 197, Tambahban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nommor 13 Tahun 2000 {Lermnbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negarz Republik [ndonesia
Nomor 41943,

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2003 tencang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, danm Pemberhentian Pegawal Negerl Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2003
Nemor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4263}



13. Peraluran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor {14, Tambahan Lembaran WNegara
Republik Indonesia Nomor 5887);

M. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Daerah Kota Twal Nomor 02 Talkun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tual
{(Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2016 Nomor &8,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nemoer 7006),

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG URAIAN TUGAS

JABATAN STRIK TURAL ORGANISASI DINAS KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA TUAL.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

a

|=3

YR be

Daerah Otonom vang seanjutmya disebut Daerah adzlah Daerah
Kota Tual;

Oronomi Dacsrah adalal Kewenanpan Daerah Otonom untuk mengatur
dan menguris kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri  berdasarkan aspirasi masyarakat sesual dengan  Peraturan
Perundang-Undangan;

Desentralisasi adalah penyeahan kewenangan Pemerintah oleh
Pemerintah kepada dacrah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik indonesia;

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah  kepada Daerah
dan/ataun Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota
danfatan Desa serta Dari Pemerintah. Kabupaten/Kota kepada Desa
untuk melaksanakan tugas lertentu;

Perangkat Daerah adalah organisasi pada Pemerintah Daerah yang
bertanggung jawab keparda Walikota dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Dinag Daerah. dan Lembaga Teknis Daerah;

Pemerintah Daerah adalal: Pemenotah. Dacrah Kota Tual;

Walikota adalah Walikota Tual;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tual

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menenpah adalah Satuan Kerja. -
Perangkat Daerah sebagai unsur pdaksana Otonomi Daerah sesuai
Tugas Pokcok dan Fungsi;

Jabatan Struktural adalah  kedudukan yang memunjukan tugas,
tanggung jawab dan wewenang serta hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam rangka memimpin suam Sakuan Organsasi Negara;

Jabatan Fungsional adalah Kedudulkan yang menunjukan tugas,
Tanggung jawab dan Wewenang serta hak seorang Pegawal Negerd Sipil
dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya
berdasarkan pada keahlian danfatan keterampilan tertentua serta bersifat
mandiri.



BAR I
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Baginn Pertama
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Tual, terdwi dari:
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari:
1} Sub Bagian Umurmn dan Kepegawaian;
2] Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
¢ Kepala Bidang Bina Kelembagean, terdiri dart
1} Kepala Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas;
7 Kepala Seksi Orpanisasi dan Tatalaksang;
J Kepala Seksi Pendaftaran dan Hulum.
d, Kepala Bidang Bina Usaha, terdiri darx
1) Kepala Seksi Simpan Pinjam,
2} Kepala Seksl Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan;
3 HKepala Seksi Promasi dan Pemasaran.
(2) Unit Pelaksana Teknjs Dinas (UPTD);
¥ Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedua
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGE]

Pasal 3

Dinas Hoperasi dan Usahsa Kecldl Menengah Kota Tua! merupekan unsur
pelaksana otonomi deersh Pemerintah Kota di bidang Koperas: den Usaha
Kedl Menengah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yarg berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melahii Sekreraris Daerah

Pasal 4

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Ménengah Kota Tual mempunyai tugas
membantu Walikota melaksanakan unwan pemerintahan deerah di bidang
Koperasi dan Usaha Kedl Menengah dalam tangka pelaksanaan tugas
desentralisasi, tugas pembantuan dan hugas-tuges lain yang diberikan
Walikota.

Pasa! 3

Untuk menyelengparakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelengparakan fungsi:

a Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis d bidang Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah;

b. Menyelenggarakan urusan pemenntahan dan pelaksanaan pelayanan

umuit d Bidewg Koperasi dan Usaba, Kecil Menengah berdasarkan

Peraturan Perundang-Undangamn;

Pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang Koperasi dem Usaha Kecil

Menengah;

Pemnbinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Pengelplaan Urusan Kesekretariatan Dinas;

Pelaksanaan tugas kin sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota

di Bidang Koperasi dan Usaha ¥ecil Menengah.

o

oo,



Bagian Ketiga
KEPALA DINAS

Pasal &

Uraian tugas Kepala Dinas, schagai berikui:

a

Merumuskan Rencana Sorategi, Rencana Kerja {RENJA) Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA) pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah berdasarkan keteniuan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku agar kebijkan di bidang Koperasi, Sumber Daya Manusia
dan Usaha Kecl Menengah dapat berlangsung dengan baik;
Mengkoordinasikan program dem kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah dengan instansi terkait berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi tumpang
tindih dalam pelaksanaan program dan kegiatan;

Membina bawahan sesual ketentuan peraturan perundang-undangan
vang berlaku agar masing-masing bawahan dapal bertunggungjawab
terhadap penyelesaian tugas. pokok dan fungsinya;

Mengarahkan  penyelenggaraan  kegiatan  penyusunan  Pelayanan
Koperasi, Sumber Daya Manusia dan Usaha Kecl Menengah serta
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan  keuangan
berdasarkan ketentuan dan presedur yang berlaku untuk meningkatkan
lualitas sumber daya mamisa & bidang Pelayvanan Koperasi, Sumber
Daya Manusia dan Usaha Kecil Menengah;,

Memantau pelaksanaan penyusunan pengembangan Pelayanan Koperasi,
Sumber Daya Manusia dan Usaha Kecil Menengah serta Administras{
umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan berdasarkan ketentuan
dan prosedur yang berlaku dalam ramgka peningkatan kualitas sumber
daya mamsia di bidang Pelayapan Koperasi, Sumber Daya Manusia dan
Usaha Kecil Menengah;

Mengevaluasi pelaksanaan pengembangan pelayanan Koperasi, Sumber
Daya Manusia dan Usaha Kecl Menengah serta administrasi umum,
kepegawaian, perencanaan dan kepangan berdasarkan kelentuan dan
prosedur vang berlaltu untuk mengetabui kelemahan dan kekurangan
dalam rangka mmta Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

Mengevaluasi kinerja bawahan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlafon agar dapat menentukan iebipkan
pengembangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecl Menengah;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Tual melalui
Sekretaris Daerah sesuai ketenmian perandang-undangan yang berdaku
urntuk pelaksanaan penetapan Kelijukan Daerah i bidang Pelayanan
Koperasi, Sumber Daya Manusia dan Usaha Kecil Menengah; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Walikota, secara
berkala maupun sewaktu-waktu baik lisarn maupun tertulis.

Bagian Keempat
SEKRETARIS DAN KEPALA SUE BAGIAN

Pasal 7

Uraian tugas Sekretaris, sebagai berikut:

a,

Merencanakan  operasional kesekretariatan, administrasi  ummm,
kepegawalan, keuangan, perencanaan, pengembangan Pelayanan
Koperasi, Sumber Daya Manusia dan Usaha Kecl Menengah agar dapat
berjalan dengan baik;

Membagi tugas kepada bawahan sesual dengan ketentUan perafuran
perundangan  yang berlakua agar  INAasing-masing bawahan
bertanggungjawab terhadap penyelesaian tugas pokok dan fungsinya;



(M

Memberi petunjuk pelaksanaan nigas dan penyelenggaraan kegjatan
kepada bawahan berdasarkan prosedur yang berlaku agar bawahan
dapat menyelesaikan tugas dan kegiatan dengan penull tanggungjawab;
Menyelia pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, administrasi umum,
kepegawaian, keuangan, perencamaan, pengembangan Pclayanan
Koperasi, Bumber Daya Manusia dan Usaha Kecil Menengah agar dapat
berjalan dengan baik;

Mengatur, mengelola, menyediakan inf ormasi dan dokumen berdasarkan
tugas pokok dan fungsi agar pelaksanaan pelayanan kesekretariatan
yang akan berlangsung dengan cepat, tepat dan prosedural;

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kescékretariatan, administrasi umum,
kepegawaian, keuangan, perencanaan, pengembangan  Pelayanan
Koperasi, Sumber Daya Manusia dan Usaha Keci Menengah berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka penciptaan
pelayanan yang baik;

Mengevaluasi kinerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku
untik menentukan pengembangan kesekretariatan dinas;
Mengkoordinasikan  pelaksanaan  Kegiatan  administrasi  umum,
perencanasn program, anggaran dan ketatausaheaan;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kesekretariatan secara berkala
maupun sewakru-wakeu bak lsan maupun tertulis kepada kepala dinas
berdasarkan ketentuuan dan prosedur yang berlaknn untuk memberikan
gambaran alkhir pelaksanaan tugas;

Melaksanakan tugas kedinasan lin yang diberikan oleh kepala dinas
baik lisan maupun tertulis sesuai depgan. tugas pokok dan fungsi.

Pagal 8

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagai

berikut:

a. Merencanakan kegiatan pengadaan, pemeliharasn dan inventarisasi
bararg dinas, Alat Tulis Kantor {ATK) sesual kebutuhan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sehagai pedoman pelaksanaan tugas pokok
dan {uangsg

b Membagl tugas sesuai dengan keahian kepada bawahan untuk
menerima, mencatat, mengelola, mengatur, mengirim dan menyimpan
seluruh delumenfsurat masuk dan surat keluar;

c¢. Memberi petunjuk pencmoran surat, penyviapan lembaran disposisi,
menyiapkan administrasi kepegawalan vang meliputi pengusulan
pengangkatan, kenaikan pangkat, kemaikan pgaj berkala, pemindahan,
pengusulan  pemindahan, cuti, pemberhentian dan pensiunan,
penyusunan  daftar urat kepangkatan  berdasarkan  ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlalcu untuk kelancaran
pelayanan dibidang Koperasi, Sumber Daya Manusia dan Usaha Kecil
Menengah,

d. Membimbing bawahan sesuai dengan tugas untuk  menerima,
mencatat, mengelola, mengatur, mengirim dan menyimpan seluruh
dokumen/surat masuk dan surat surat kehuar;

e. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
untuk mendapatkan penilaian dalan menata tugas-tugas Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian;

f Menyelia pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi
vang dilaksanakan agar mencapai hadl yang telah ditetapkan; |

g Mengumpul dan mengolah data berdasarkan program dan kegiatan
Sub Bagian Umum dan Kepegawatan agar menjadi dasar penyusunan
rencana selanjuinya;

h. Menyusun formasi perkembangan program <dan kKegiatan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian untuk: dilaksanakan;



1 Mengevaluasi hasil kegiatan yang tedah dilaksanakan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian berdasarkan tugas pokok dan fungsi untuk
meningkatkan pelayanan pemernntahan dbidang Koperasi, Sumber
Daya Manusia dan Usaha Keeil Menengah;

} Melaporkan hasil kepiatan Sub Bagian Umum dan  Kepegawalan
kepada Sekretaris secara berkala manapun sewaktu-waktu balk lLisan
maupun tulisan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tagas

k Melaksanakan fugas [ain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai
dengan  Ketenfuan perundangundangan vang berlaku  untuk
memenuhl kebutuhan pelavanan Sub  Bagian Umum  dan
Kepegawaian.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, sebagai

berikut:

a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
sebagai pedoman pelaksanaan gas pokok dan fungsi

b. Membagi tugas sesuai dengan keahlian kepada bawahanh untuk
menyiapkan Rencana Kerja Anggaran {RKA), Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) dan mengelola .administrasi keuangan untuk
mempermudah pertanggungiawaban administrasi Perencanaan dan
Keuangan;

¢ Memberi petunjuk penynsunan Rencana Kerja Anggaran (RKA),
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan  kegiatan-kegiatan
Perencanaan dan Keuangan yang lan  berdasarkan  ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelayanan dibidang Koperasi, Sumber Daya Manusia dan Usaha Kedl
Menengah;

d Membimbing bawahan sesuai dengan tugas polok dan fungs: dalam
penyusunan Rencana Kerja Apggrran [RKA), Dokumen Pelaksanaan
Anggaran [DPA) dan kegiatan-kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan unftuk meningkatkan pengetahuan penyusunan Eencana
Kerja Anggaran {RKA), Dokumen Pelaksarnan Anggaran (DPA);

e Memeriksa hasil kerja bawahan sesimi dengan tugas pokok dan fungsi
untuk mcndapatkan penilaian dalam menata tugas—tugas Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan;

f Menyelia pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi
vang dilaksanakan ager mencapai hasil yang telah ditetapkan;

g Mengumpul dan mengolah data berdasarkan program dan kegiatan
Sub  Bagian Perencanaan dan Keuangan .agar menjadi  dasar
penyusunan rencana selanjutnya;

h. Menyusun formasi perkembangan program dan kegiatan 3ub Bagian
Perencanaan dan Keuangan untuk dilaksanakan

L Mengevaluasi hasil kemiatan yang teiah dilaksanakan Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi
untuk meningkatkan pelayapan pemerimtaban dibidang Koperasi
Sumber Daya Manusia dan Usaha Keedl Menengzah;

J Melaporkan hasil kegiatan Sub Bagman Perencanaan dan Keuangan
kepada Sekretaris secara berkala maupun sewakbu—waktu baik lisan
maupun tulisan sesual denpan tugas pokok dan fungsi sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

k Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sckretaris Dinas sesuai
dengan ketentuan perundangundangan vang berlalku  untik
memenuhi  kebutuhan pelavaman Sub  Bagian Perencanaan dan
Keuangan.



Bagian Kehma
BIDANG BINA KELEMBAGAAN

Pasal 9

Uraian tugas Kepala Bidang Bina Kelembagaan, sebagal berikut:

a.

=

(1}

(2

Melaksanakan penyiapan perumuszan kebijokan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan
akuntabilitas serta pendaftaran dan hukum;

Mendistribusikan tugas Kepada bawahan berdasarkan tugas dan
kewenangannya masing-masing;

Memberi petunjuk pelaksanasan tpas dan penyelenggaraan kKebipkan
teknis, pembinaan dan  pelaksanaan  di bidang  organisasi dan
tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas serta pendaftaran dan
hukum;

Menyelia pclaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di
bidang organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas seta
pendaftaran dan hukum;

Melaksanakan program pengembangan organisasi dan tatalaksana,
pengawasan dan akuntabdilitas serta pendaftaran dan hulkum  sesuai
ketentuan dan peraturan yang berlalag

Melalksanakan pernantavan tekmis pengembangan organisasi dan
tatalaksana, pengawasan dan alantabilitas serta pendaftavan dan
hukum sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Mengevaluasi pelaksanaan program dan kinerja bawahan sbagai bahan
untuk menyusun laporan kegiatan dan psrkt:mhangan bidang dalam
rangka perbaikan kedepan;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik 1san maupun tertulis;
Melaksanakan tugas kedinasan lam yang diberikan Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Uraian tugas Kepala Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas, sebagai

berilout:

a. Menyiapkan bahan penunusan dan  pengkoordinasian kebijakan
teknis di bidang Pengawasan dan Akumntabilitas;

b. Melakukan pengawasan dan pemeriksanaan Koperasi,

c. Menyiapkan bahan penerapan sanksi atas saran tindak hasil
pengawasan dan pemeriksaan koperasi;

d Melakukan identifikasi kasus atan pengaduan yang terkait dengan
masalah koperasi;

e. Melakulkan penilaian  keschatan terhadap koperasi  simpan
pinjam/ unit simpan pinjam koperasi dan pemeringkatan koperasi;

f. Menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

g Melaksanakan tugas hin yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Kepala Seksi Organisasi dan Tatalaksana, sebagai berikut:

a Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis serta bimbingan
terhadap perangkat organisasi koperasi;

b. Melakukan inventarisasi atan kiasifikasi perkembangan koperasi
berdasarkan jenis koperasi dan kelompok usaha;

c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatiban bagi koperasi;

d Menyelenggarakan sosialisasi dan informasi terhadap koperasi;

e, Memonitor dan mengevaluasy pelaksanaan Rapat Anggaran Tahunan
RAT) koperasi;

f Menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

g Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



(3] Uraian tugas Kepala Seksi Pendaftaran dan Hukum, sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan regulasi dan kebijakan teknis tentang pendaftaran
dan akta/badan hukum koperasi;

b. Melakukan  pendampingan  erhadap pembentukan  Kkoperasi,
pengajuan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan,
peleburan dan pembubaran koperasi

¢. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Notaris FPembuat Alda
Koperasi (NPAK) dalam rangka program pembinaan terpadu terhadap
masyarakat pra koperasi;

d Melakukan pendampingan \erhadap operator penginput data koperasi
dengan sistemn online;

e. Melakukan pemutakhiran data base koperasi;

Menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatam;

g Melaksanakan tugas lain yang diberikan olkh atasan,

=+

Bagian Keenam
BIDANG BINA USAHA

Pasal 11

Urman tugas Kepala Bidang Bina Usaha, sebagai berikut:

-

t1)

Menyusun rencana program dan kegiatan hidang bina usaha
berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlakiy;

Mendistribusi kan tugas Kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan
fungst;

Memberi Petunjuk pelaksanaan tugas dan penvelenggaraan kepada
bawahan berdasarkan prosedur yarng berlal;

Menyelenggarakan Program dan Kegiatan Bidang Bina Usaha berupa
pemberdayaan usaha kecil, mikro dan menengah dalam penumbuhan
iklim usaha yang kondisif;:

Melaksanakan pemantauan teknis terhadap pelaksangan pengembangan
Bina Usaha agar hasil yang dicapai sama dengan yang direncanakan;
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan
tugas bidang binaz usaha terbadap usaha mikro, kecil dan menengah;
Mempromosikan akses pesar produk UMKM melalui pameran dan
menyelenggarakan pelayanan bina usaha melalui fasilitasi perluasan
akses pembiavaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah;

Mengevaluasi kinerjia bawahan sehagai dasar penyusunan laporan;
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Bidang Bina Usaha secara berkala
maupun sewakitu-walktu baik lisan maupun tialisan kepada atasan;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Uraian tugas Kepala Seksi Simpean Pinjam, sebagai berikut:

a Merencanakan kepgiatan Scksi Simpan Pinjam sesual dengan rencana
operasional Bidang Bina Usaba. sebagal. Pedoman. Pelaksanaan Tugas;

b, Membagi Tugas Kkepada bawahan sesuai dengan tugas poltok dan
fungsi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Simpan Pinjam;

¢ Mengumpulkan dan menpanalisa data informasi tentang  Simpan

Pinppm terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;

Menyiapkan bahan petunjuk tekms teniang simpan pinjam;

Melaksanakan kegiatan lingkup simpan pinjam meliputl inventarisasi,

identifikkasi, potensi, fasilitasi pengembangan, pengawasanfaudit

pengelolaan usaha dan manajemen bagi pcdaku usaha mikro, kecil

dan menengah;

f. Melaksanakan bimbingan, pembmaan dan pengawasan kegiatan
usaha simpan pinjam;

"
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o Menyiapkan fasilitasi dan menggali sumber-sumber modal untuk

pengembalian usaha simpan pingam;
Menyiapkan fasiliasi kepgesama antara usaha mikro, kecil da.n
menengah dalam perlruatan vsahia smmpan pinjam

Memberikan saran dan pemberian sanksi, pencegahan terhadap

keterlambatan dan permasalahan yang d‘lhadap‘i oleh staf seks
simpan pinjam dalam melaksanakan pekerjaan tugas-tugas rutin;
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Fasilitasi Pernbiayaan dan
permodalan secara berkala maupun sewakiu-wakfu kepada kepala
bidang agar menjadi bahan pertangpungjawaban dan perencanaan
bidang Binas Usaha;

Melaksanalean Tagas  kedinasan hin  yang dibenkan deh
Kepala Bidang balk lisan maupun tertalis sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi untuk kelanecaran pelaksanaan fugas.

(@) Uraian tugas Kepala Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan,
sebagai berikat:

3)

4.

Merencanakan kegatan Sdosi Fasilwasi Pernbiayaan dan Permodalan
scsuai dengan rencana operasional Edm:g Usaha Kecl Menengah
schagai Pedoman Pelaksanaan Tugas;

Membagi tupas Kkepada bawahan seguai dengan tugas pokok dan
fungsi dalam kelancaran pelaksanaan tugas Seksi  Fasilitasi
Pembiayaan dan Permodalan;

Mengumpulkan den menganalisa data dan informasi fasilitasi,
permbiayaan dan permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
Menyiapkan bahan petunjuk iekmis untuk lingkup fasilitasi
pembiayaan dan permodalan bagi usaha mikro, kecl dan menengah;
Melaksanakan identifikasi dan memberikan penyuluhan serts
meningkatkan sumber daya manusia usaha mikro, kecil dan
menengah;

Mengevaluasi hasil kegiatan ketenagaan bidang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah berdasarkan tugas pckok dan  fungsi untuk
mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sckei Fasilitasi Pémbiayaan dan
Permodalan secara berkala maupun sewaklu-waktu kepada ke pale
bidang agar menjadi bahan pertangpgungjawaban dan perencanaan
Bidang Bina Usatig;

Melaksanakan tugas kedinasan hin yang diberikan oleh kepala hidang
baik lisan maupun terculis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
untuk kelancaran pelaksanaan hugas.

Uraian Tugas Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran, sehagai berilout:

&

#1

Merencanakan kegiatan Seksi Promosi dan Pemasamn sesual dengan.
reficana operasional Bidang Bina Usaha sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas;

Membagi tugas kepada bawabhan scuai dengan togas pokok dan
fungsi dalam kelancaran pelaksanaan tugas BSeksi Promosi dan
Pemasaran;

Melaksanakan didentifikasi dan memberikan pemyuluhan  serta
meningkatkan sumber daya manusia. uwsaha mikro, kedl dan
menchgah;

Mengevaluasi hasil kegiatan ketenagaan bidang usaha mikro, kecil
dan menengah berdasarkan tugas pokok dan fungsi untuk
mengetaliii tingkat keberhasilan yang telah dicapai;

Menyiapkan bahen format pengumpulan data terkait dengan promosi
dan pemasaran dengan cara mengumpulkan data dan infromasy,
Mengumpulkan dan mengelola data program dan kegiatan promosi
dan pemasaran scsuai tugas dan fungsi untuk disampaikan kepada
kepala bidang;

.
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h.

1.

Mengembangkan pemberdaysan dan  perlindungan usaha  serta
merancang bahan pembinaan dan bimbingan teknis:

Mengevaluasi hasil kegialan bidang bina usaha berdasarkan tugas
dan fungsi untuk mengetabui tingkat keberhasilan yang telah dicapai;
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Promosi dan Pemasaran
secira  bLerkala maupun  sewaktu-waktyu  kepada kepala bidang
berdasarkan  prosedur yang berlakuy, agar menjadi  bahan
pertanggungjawaban  dan  perencanaan Bidang Usaha Kecil dan
Menengah; '
Melaksanakan tugas kedinasan lain  yang  diberikan  oleh
Kepala Bidang baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB 1ll
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Penjabaran uraian tugas Unil Pelaksana Teknjs Dinas akan ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.

Dengan  berlakunya Peraturan Wallkota mi maka khusus Pasal 79
Peraturan Walikota Tual Nomor 42 Tahuno 2009 tentang Urmian Tugas
Jabatan Struktural Organisasi Dimas Kota Tual dinyatakan tidak
berlaku lagi

BAB ¥
KETENTUAN PENUTUP

Pazal la

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada mngeal 02 Januia#i 2017,

Agar sctiap orang mengetahuinys, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam, Berits Dasrah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal2iJanuari 2018

-

‘I‘_"" '-:‘_. .
WALIKGTA TUAL
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Diundangkan di Tual ' - F
pada tanggal (72 Januari 2018
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